
PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi  Anggaran Pendapatan dan Belanja .. 

http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana   ISSN (Online):2685-600X  

 

 

3708 
 

Vol. 17, No.3, 2025, Halaman 3708-3719 Copyright ©2026, PERMANA 

Licensed under  a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
License 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Subang Tahun 2020 - 2024 

Hafizh Khoiri Primawan1*, Syifa Rachmania Komara2 

1,2 Universitas Padjadjaran 
* E-mail Korespondensi: hafizh2203@mail.unpad.ac.id 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Subang melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran 

selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk 

memahami secara mendalam hubungan antara kebijakan 

penganggaran daerah dan capaian indikator kesejahteraan 

masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 

dokumen APBD serta publikasi statistik resmi pemerintah 

daerah. Analisis data dilakukan menggunakan model 

analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa alokasi APBD Kabupaten 

Subang telah diarahkan pada sektor prioritas seperti 

pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur 

yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia secara bertahap. Namun demikian, 

dampak APBD terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan 

pengangguran masih terbatas karena dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi daerah dan efektivitas implementasi 

program pembangunan. Penelitian ini memiliki 

keterbatasan pada penggunaan pendekatan kualitatif yang 

tidak mengukur hubungan secara statistik. Meskipun 

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

memahami bagaimana kebijakan penganggaran daerah 

dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta menjadi 

dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan 

efektivitas pengelolaan APBD. 
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A B S T R A C T 

This study aimed to analyze of the Regional Revenue 

and Expenditure Budget (APBD) in improving community 

welfare in Subang Regency through indicators of the 

Human Development Index (HDI), poverty rate, and 

unemployment rate during the period 2020–2024. The study 

employed a qualitative approach with a case study design 

to gain an in- depth understanding of the relationship 

between regional budgeting policies and the achievement of 

community welfare indicators. Data were collected through 

interviews, observations, and documentation studies of 

APBD documents as well as official statistical publications 

issued by the local government. Data analysis was 

conducted using an interactive analysis model consisting of 

data reduction, data display, and conclusion drawing. The 

findings showed that the allocation of the APBD in Subang 

Regency had been directed toward priority sectors such as 

education, health, and infrastructure development, which 

gradually contributed to the improvement of the Human 

Development Index. However, the impact of the APBD on 

reducing poverty and unemployment remained limited due 

to regional economic conditions and the effectiveness of 

development program implementation. This study was 

limited by the use of a qualitative approach that did not 

measure statistical relationships. Nevertheless, the findings 

provided valuable insights into how regional budgeting 

policies influence community welfare and offered an 

evaluative basis for improving the effectiveness of APBD 

management at the local government level.  

 

Keyword: Regional Revenue and Expenditure Budget 

(APBD), community welfare, Human 

Development Index (HDI), poverty, 

unemployment, regional development 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung daerah keberhasilan pemba-

ngunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam 

era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola 

sumber daya serta merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan daerah. Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsi pembangunan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD), yang berperan sebagai alat kebijakan fiskal untuk membiayai program pembangunan 

dan pelayanan publik di tingkat daerah (Todaro & Smith, 2015). 

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah, pemerintah daerah 

memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya serta merumuskan 

kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan efektivitas pembangunan melalui penge-

lolaan keuangan daerah yang lebih mandiri dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya 

kewenangan tersebut, pemerintah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-

masing. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah 

diharapkan mampu merancang program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutu-

han masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan 

fungsi pembangunan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang digunakan untuk mem-

biayai berbagai program pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat 

daerah. Dalam perspektif ekonomi publik, APBD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen 

kebijakan fiskal daerah yang berperan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, mendis-

tribusikan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah (Sasana, 2019). Melalui 

pengelolaan APBD yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperluas kesempatan kerja bagi 

masyarakat. 

Efektivitas pengelolaan APBD sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. 

Alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya 

manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, sekaligus meningkatkan 

aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi 

lokal (Wibowo, 2021). Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang tidak optimal dapat mengham-

bat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan berdampak pada rendahnya tingkat kesejah-

teraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penganggaran daerah menjadi salah satu faktor 

penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. 

Dalam konteks pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat umumnya diukur mela-

lui beberapa indikator sosial ekonomi yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Salah 

satu indikator yang banyak digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 
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merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manu-

sia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak 

(United Nations Development Programme, 2020). Selain IPM, indikator lain yang sering 

digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan 

dan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk yang 

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sedangkan tingkat pengangguran mencer-

minkan kondisi pasar tenaga kerja serta kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat 

(Badan Pusat Statistik, 2023). 

Hubungan antara pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran merupakan isu 

penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

melalui pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mem-

perluas peluang ekonomi masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran (Arsyad, 2016). Sebaliknya, tingginya 

tingkat pengangguran dapat memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat karena menurun-

kan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan sosial ekonomi (Sukirno, 2017). 

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 

potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, industri, dan perdagangan. 

Keberadaan kawasan industri serta pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan 

mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah serta membuka peluang kerja bagi masya-

rakat. Namun demikian, perkembangan ekonomi daerah tidak selalu diikuti dengan pening-

katan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, dinamika indikator kesejahteraan 

seperti Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan dan tingkat pengangguran juga menunjuk-

kan perkembangan yang perlu mendapat perhatian. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pembangunan manusia, 

kemiskinan, dan pengangguran dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sasana (2019) menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki 

pengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan manusia. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis 

hubungan antar variabel ekonomi secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis 

bagaimana kebijakan fiskal daerah melalui APBD berperan dalam memengaruhi indikator 

kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. 

Padahal, kebijakan penganggaran daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah 

pembangunan serta efektivitas program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahte-

raan masyarakat. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran APBD 

sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui tiga indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, 

dan tingkat pengangguran. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Subang selama 

periode 2020-2024 untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagai-

mana kebijakan penganggaran daerah berkontribusi terhadap dinamika kesejahteraan masya-

rakat di tingkat daerah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian 

ekonomi pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peran kebijakan fiskal 

daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharap-

kan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan 

pengelolaan APBD yang lebih efektif dan tepat sasaran guna mendorong pembangunan daerah 

yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan di daerah memiliki peran penting dalam 

mendukung daerah keberhasilan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki 

kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya serta merumuskan kebijakan 

pembangunan sesuai dengan karakteristik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

menganalisis secara mendalam peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang selama periode 2020 – 

2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis data 

statistik, tetapi juga bertujuan memahami proses perencanaan, pengalokasian, serta implemen-

tasi kebijakan fiskal daerah yang berpengaruh terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. 
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Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini 

melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan 

daerah dan perencanaan pembangunan, yaitu dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Badan 

Pusat Statistik (BPS). Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengeta-

huan mereka terhadap pengelolaan APBD dan kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah 

tersebut. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan serta observasi lapangan 

untuk memahami proses implementasi kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, data 

sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti laporan 

realisasi APBD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta publikasi statistik yang 

relevan dengan periode penelitian. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif 

yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu 

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara 

berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi hasil penelitian. Untuk men-

jaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan memban-

dingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta dokumen resmi yang relevan. 

HASIL 

Peran APBD dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, 

dan pengangguran terbuka merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang memiliki peran 

strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Melalui alokasi 

anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar, pemerin-

tah daerah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Penge-

lolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta 

analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gam-

baran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan 

pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek 

tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja 

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut realisasi pendapatan 

APBD Kabupaten Subang Tahun 2020 - 2024 : 
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Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2020-2024 

Tabel 1. Realisasi APBD Kabupaten Subang Tahun 2020-2024 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Subang 2025 

Berdasarkan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Su-

bang Tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan 

perkembangan yang cenderung positif dari tahun ke tahun. Total pendapatan daerah mengalami 

peningkatan dari Rp2,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,69 triliun pada tahun 2024 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,53%. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh dari Rp461,44 miliar menjadi Rp718,19 miliar 

dengan rata-rata pertumbuhan 12,04%, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan internal. 

Selain itu, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur 

pendapatan daerah dengan nilai mencapai Rp2,95 triliun pada tahun 2024, sehingga mengin-

dikasikan bahwa Kabupaten Subang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi 

terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendu-

kung pelaksanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, komponen lain-lain pendapatan daerah 

yang sah justru mengalami penurunan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan negatif 

sebesar -30,27%, yang menunjukkan berkurangnya kontribusi penerimaan dari sumber pen-

dapatan tambahan seperti hibah dan bantuan lainnya. 

Dari sisi pengeluaran, total belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp2,90 

triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,60 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 

sebesar 5,62%. Belanja operasional menjadi komponen pengeluaran terbesar setiap tahunnya, 

yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk kebutuhan rutin 
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pemerintahan dan pelayanan administratif. Sementara itu, belanja modal juga mengalami 

pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 14,31%, yang mencerminkan adanya peningkatan alo-

kasi anggaran terhadap pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur daerah. 

Secara keseluruhan, kondisi APBD Kabupaten Subang selama periode tersebut cende-

rung berada dalam keadaan surplus, meskipun sempat mengalami defisit pada tahun 2022 sebe-

sar Rp70,54 miliar akibat ketidakseimbangan sementara antara pendapatan dan belanja daerah. 

Namun demikian, surplus kembali tercapai pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 

Rp90,53 miliar pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup mampu 

menjaga stabilitas fiskal dan mengelola keseimbangan anggaran secara baik dalam mendukung 

keberlangsungan pembangunan daerah. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Subang Tahun 2020-2024 

Selama periode 2020–2024, perkembangan IPM Kabupaten Subang menunjukkan tren 

peningkatan yang konsisten. Meskipun pada awal periode sempat mengalami tekanan akibat 

pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek sosial ekonomi, kondisi tersebut 

secara bertahap mampu dipulihkan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 

dengan kenaikan sebesar 1,35 poin, yang menjadi pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun 

terakhir. 

 
Grafik 1. Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024 

Sumber : BPS Kabuten Subang, 2024 

Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan pembangunan 

yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan tingkat penga-

ngguran. Tingginya angka pengangguran dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam 

memperoleh pendapatan yang memadai, yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan 

kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek tersebut merupakan kompo-
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nen penting dalam pembentukan IPM dan saling berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masya-

rakat. Oleh karena itu, upaya menurunkan tingkat pengangguran menjadi langkah strategis 

dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan 

IPM di Kabupaten Subang. 

Kemiskinan Kabupaten Subang Tahun 2020-2024 

Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejah-

teraan masyarakat karena mencerminkan kondisi ketimpangan sosial serta keterbatasan akses 

terhadap sumber daya ekonomi yang mendasar. Dalam konteks pembangunan daerah, upaya 

pengukuran dan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tujuan utama kebijakan 

publik, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menciptakan pembangu-

nan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi kemiskinan 

secara komprehensif menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. 

 
Grafik 2. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Subang 2020-2024 

Sumber: BPS Kabupaten Subang yang dikelola dalam SIPD, 2024 

 

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Subang selama periode 

2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, 

terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, angka kemiskinan tercatat 

mencapai titik tertinggi sebesar 10,03%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 

9,31%. Peningkatan tersebut mencerminkan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat akibat 

perlambatan aktivitas ekonomi dan menurunnya kesempatan kerja. Namun demikian, sejak 

tahun 2022 hingga 2024 persentase penduduk miskin mulai menunjukkan tren penurunan yang 

relatif konsisten, yaitu menjadi 9,75% pada tahun 2022, 9,52% pada tahun 2023, dan kembali 

turun menjadi 9,49% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses pemulihan 

ekonomi yang berlangsung secara bertahap, didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah 

seperti program perlindungan sosial, pemulihan ekonomi daerah, serta peningkatan dukungan 
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bagi kelompok masyarakat rentan. 

Meskipun penurunan persentase penduduk miskin memberikan gambaran positif 

terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, indikator tersebut belum sepenuhnya mampu 

menggambarkan kondisi kemiskinan secara menyeluruh. Untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih komprehensif, analisis perlu dilengkapi dengan indikator lain yang mencerminkan 

kualitas kemiskinan. Dalam hal ini, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan 

kemiskinan menjadi ukuran penting karena mampu menunjukkan seberapa jauh rata-rata 

pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, serta menggambarkan 

tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin itu sendiri. Dengan 

mengombinasikan ketiga indikator tersebut, gambaran mengenai kondisi kemiskinan di suatu 

daerah dapat dipahami secara lebih utuh dan mendalam. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Subang Tahun 2020-2024 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan 

persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah. Selama 

periode 2020–2024, TPT di Kabupaten Subang menunjukkan pergerakan yang fluktuatif 

dengan peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021 sebagai dampak lanjutan dari pandemi 

COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan memengaruhi stabilitas sektor ketenaga-

kerjaan, khususnya bagi pekerja di sektor informal serta kelompok masyarakat rentan. Meski-

pun demikian, pada tahun-tahun berikutnya kondisi pasar tenaga kerja mulai mengalami 

perbaikan yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara bertahap hingga 

tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang 

turut mendorong peningkatan kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten 

Subang semakin mendekati rata-rata provinsi maupun nasional, meskipun upaya peningkatan 

kualitas dan perluasan lapangan kerja masih perlu terus diperkuat. 

 
Grafik 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Subang Tahun 2020- 2024 

Sumber: BPS Kabupaten Subang yang dikelola dalam SIPD, 2025 
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Pada Grafik di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Subang lebih tinggi dari 

nasional tetapi lebih rendah dari Jawa Barat menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di 

Subang masih di bawah rata-rata Indonesia, namun relatif lebih baik dibandingkan kondisi rata-

rata di tingkat provinsi. Tingginya TPT Subang dibandingkan nasional menunjukkan adanya 

tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah. Sementara itu, apabila 

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, TPT Kabupaten Subang sempat berada di atas rata-

rata provinsi pada tahun 2023, namun kembali berada di bawah rata-rata provinsi pada tahun 

2024. 

Secara keseluruhan, perkembangan TPT di Kabupaten Subang selama kurun waktu 

tersebut menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Lonjakan pengangguran pada tahun 

2021 menjadi refleksi nyata dari dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap sektor ketena-

gakerjaan, terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat rentan. Meskipun 

demikian, kondisi tersebut berangsur membaik pada tahun-tahun berikutnya, ditandai dengan 

penurunan TPT secara bertahap hingga tahun 2024 yang mengindikasikan adanya proses 

pemulihan pasar tenaga kerja di daerah. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam mendukung pening-

katan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang. Melalui pengalokasian anggaran pada 

sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pem-

berdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengang-

garan daerah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manu-

sia (IPM), kemiskinan dan pengangguran terbuka yang mencerminkan adanya perbaikan pada 

aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun demikian, dampak APBD 

terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran masih menunjukkan hasil yang 

bertahap dan belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi serta 

efektivitas implementasi program pembangunan daerah. 

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Subang disarankan untuk 

meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan APBD agar alokasi anggaran dapat lebih 

tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah juga perlu dilakukan agar program 

pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung dalam mencapai tujuan 

pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan program pemberda-

yaan ekonomi masyarakat serta pengembangan keterampilan tenaga kerja guna memperluas 

kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan 

untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode 

campuran sehingga dapat menganalisis hubungan antara kebijakan penganggaran daerah dan 

indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif serta memberikan kontribusi 

yang lebih luas bagi pengembangan kajian pembangunan daerah. 
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